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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan
bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP);

bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjadi dasar
pelaksanaan pemilihan, penyediaan, serta pengelolaan
pengadaan secara transparan, akuntabel, efektif, dan
efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba;

bahwa dalam rangka menjamin keakuratan data,
kesesuaian antara perencanaan pengadaan dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran, serta ketetapan
waktu pengumuman RUP melalui Sistem Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP), diperlukan sumber daya manusia yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai Operator

Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulukumba tentang Penetapan Operator Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulukumba;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelola Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
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2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2933);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 341);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 588);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1977);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
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Memperhatikan :

Menetapkan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun
2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1082);

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2026 Nomor DIPA-076.01.2.659157/2026 Tanggal
01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) pada Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba:

Nama : Harbiah Amir

NIP : 19841203 201212 2 004

Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur TK 1 II/d

Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

1. melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk
perubahannya, entri data dimaksud dilakukan secara
elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (aplikasi SIRUP);

2. melakukan penginputan data yang diperlukan dalam
menyusun perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan dan
bertanggungjawab terhadap setiap data yang diinputkan
sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
valid, serta menyusun laporan secara intens terkait proses
perubahan aplikasi;

3. menginput, mengumumkan, mengarsipkan data dan
Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP);

4. melaporkan hasil kerja pada pimpinan dan melakukan
koordinasi dengan administrator untuk melakukan
sinkronisasi; dan

5. melaporkan data dan informasi ke Sekretariat Jenderal
Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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